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NOMOR : G/ sg7 /B.IX/HK/2014

" TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

11.

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Pera_turan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 .
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Fergzranpegﬂenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
entang oman Penyusunan An

Belanja Daerah Tahuglu Anggarangg%élrjl Pflf’fr?tpaatall\{legiig
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
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Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran
2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak  terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus
menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustrs 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO‘FICARDO

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

1. KEBIJAKAN UMUM

1. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Way
Kanan Tahun Anggaran 2014 harus sinergi dan mendukung tercapainya
sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi
daerah untuk itu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten
Pringsewu.

2. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Way Kanan agar disempurnakan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebelum perubahan
sebesar Rp.881.188.501.060,- berkurang sebesar Rp.32.722.625.660,-
sehingga berjumlah sebesar Rp.848.465.875.400,-

Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.34.766.640.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.699.723.739.800,- ,
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.113.975.495.600,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi
Semester | APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014.

2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mencantumkan dasar hukum
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada
kolom penjelasan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

III. TATA NASKAH
Pagu Anggaran pada Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 berbeda dengan Pagu Anggaran Lampiran Il Peraturan Bupati Way Kanan
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014, untuk itu agar disesuaikan pagu anggaran dimaksud.

IV.BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar
Rp.351.850.354.349,- berkurang sebesar Rp.20.739.295.732,87,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.331.111.058.616,13,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara
cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat
permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada
masing-masing SKPD.



2. BELANJA LANGSUNG
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6)

Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiaifan
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekenng
berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Penganggaran untuk pengadaan barang {termasuk berupa aset tetap) yang
akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicantumkan dalam Lampiran Il
Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014.

Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan
serta memperhitungkan sisa persediaan barang.

Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan
di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur Lampung dan pengadaannya disatukan pada SKPD yang
membidangi aset.

Penyediaan anggaran pada SKPD
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula
sebesar Rp.42.000.000,- bertambah sebesar Rp.75.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.117.000.000,- terdapat uraian belanja modal
pengadaan sumur {5.2.03.23,23) sebesar Rp.30.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan
tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang
Pendidikan (22.02) semula sebesar Rp.3.025.000.000,- bertambah
sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.3.125.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan
kepada pihak ketiga (5.2.1.07.01} sebesar Rp.100.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul kegiatan.

c. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (17.01)
sebesar Rp.450.000.000,- yang dianggarkan pada :

- belanja modal pengadaan sound system (5.2.3.11.09) sebesar
Rp.28.000.000,- .

- belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp.36.400.000,-

- belanja modal pengadaan alat kesenian (5.2.3.28.07) sebesar
Rp.385.600.000, -

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian

belanja kegiatan,

2. Dinas Pekerjaan Umum
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09} semula sebesar
Rp.50.000.000,- Dbertambah sebesar Rp.25.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.75.000.000,- yang dianggarkan pada belanja
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat {5.2.02.23.01}
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul dan output kegiatan.




b. Kegiatan Penetapan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL (15.01) sebesar

' Rp.300.000.000,-

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (15.05)
sebesar Rp.250.000.000,-

Agar kegiatan huruf b dan huruf c¢ tersebut di atas disatukan

penganggarannya.

. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pengembangan Model Oprasional BKB- Posyandu-PAUD (22.02)
sebesar Rp.200.000.000,- terdapat uraian belanja honorarium tenaga
ahlifinstruktur/narasumber (5.2.01.02.01) sebesar Rp.42.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada belanja barang
dan jasa (kode rekening 5.2.2) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2013.

. Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (15.07) sebesar
Rp.25.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer
note book (5.2.03.12.03) sebesar Rp.4.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan
Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

b. Kegiatan Pemberdayaan SDM Karang Taruna (15.11) semula sebesar
Rp.100.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja barang
yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.02.23.01) sebesar
Rp.80.000.000,-

c. Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) (21.12)
sebesar Rp.97.800.000,- (pergeseran anggaran} terdapat uraian belanja
belanja barang vyang akan diserahkan kepada masyarakat
(5.2.02.23.01) sebesar Rp.56.000.000,-

d. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan
Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(15.02) semula sebesar Rp.267.044.500,- bertambah sebesar
Rp.50.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.317.044.500,- terdapat
uraian belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
(5.2.02.23.01) sebesar Rp.187.500.000,-

Agar judul kegiatan huruf b sampai dengan huruf d diubah disesuaikan

dengan uraian belanja kegiatan.

. Kantor Kesbangpol

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09] sebesar

Rp.119.460.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru :

- belanja modal pengadaan sofa (5.2.03.13.08) sebesar Rp.10.000.000,-

- belanja modal pengadaan tabung gas (5.2.03.14.01) sebesar
Rp.1.500.000,-

- belanja modal pengadaan kompor gas (5.2.03.14,02) sebesar
Rp.1.500.000,-

- belanja modal pengadaan rak piring (5.2.03.14.06) sebesar
Rp.5.000.000,-

- belanja modal pengadaan piring/ gelas/ mangkok/ cangkir/ sendok/
‘garpu/pisau (5.2.03.14.01) sebesar Rp.5.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan

tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

. UPT Pemadam Kebakaran

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar
Rp.10.250.000,- bertambah sebesar Rp.36.000.000,- sehingga berjumlah
sebesar Rp.46.250.000,- terdapat uraian belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran (5.2.02.01.07) sebesar Rp.36.000.000,-
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Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan
tersendiri disesuaikan dengan ocutput kegiatan.

. Sekretariat DPRD

a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (01.18) semula
sebesar Rp.787.323.000,- bertambah sebesar Rp.552.677.000,-
sehingga berjumlah sebesar Rp.1.340.000.000,- pada perjalanan dinas
luar daerah (5.2.02.15.02) semula sebesar Rp.664.648.000,- bertambah
sebesar Rp.275.352.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.940.000.000,-

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan (05.03) semula sebesar Rp.180.000.000,- bertambah sebesar
Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.280.000.000,-
terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.02.15.02)
sebesar Rp.100.000.000,-

c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. (15.07} semula
Rp.5.820.220.000,- bertambah Rp.1.020.100.000,- sehingga berjumlah
Rp.6.840.320.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar
daerah (5.2.02.15.02) semula sebesar Rp.3.848.220.000,- bertambah
sebesar Rp.1.020.100.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.4.868.320.000,-

Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dan bimbingan teknis

pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas agar

dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah
harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebjjakan pemerintah
daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas

Anggota DPRD Provinst dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya

dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ

Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.,

. Sekretariat Daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi SKPD dan Rapat Koordinasi Kabupaten {25.07)
sebhesar Rp.212.770.000,- terdapat uraian Belanja modal honorarium
tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.01.02.01) sebesar Rp.4.000,000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada belanja barang
dan jasa (kode rekening 5.2.2.) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2013.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kegiatan Evaluasi Sistem dan Prosedur (TPTGR] Pengelolaan Keuangan
Daerah (18.01) semula sebesar Rp.51.730.000,- bertambah sebesar
Rp.148.270.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.200.000.000,- terdapat |
uraian Belanja modal honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
(5.2.01.02.01) sebesar Rp.32.400.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada belanja barang
dan jasa (kode rekening 5.2.2.) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2013.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
a. Kegiatan Insentif Usaha Untuk UMKM (16.10) sebesar Rp.156.808.000,-
(pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru :
- belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda
motor (5.2.03.03.12] sebesar Rp.15.000.000,-
- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar
Rp.9.000.000,-
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Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul kegiatan.

b. Kegiatan Pengembangan Media Informasi Perizinan (17.02) sebesar
Rp.180.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja modal
kamera, attachment (CCTV) (5.2.03.16.04) sebesar Rp.18.000.000,-

c. Kegiatan Penerbitan Dokumen Perizinan Usaha dan non Usaha (26.01)
sebesar Rp.114.886.000,- (pergeseran anggaran)j terdapat uraian :

- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.03.12.03) sebesar
Rp.24.625.000,-

- belanja modal pengadaan  printer (5.2.03.12,04) sebesar
Rp.8.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf b dan huruf c tersebut di atas ditata

dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada SKPD yang

bersangkutan.

Sekretariat KORPRI

Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
(05.03) sebesar Rp.62.490.000,- terdapat uraian belanja honorarium
tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.01.02.01) sebesar Rp.1.350.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada belanja barang
dan jasa (kode rekening 5.2.2.) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2013.

Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN {17.12}
semula sebesar Rp.58.285.000,- bertambah sebesar Rp.41.261.500,-
schingga berjumlah sebesar Rp.99.546.500,- terdapat uraian belanja
beasiswa tugas belajar S1 (5.2.02.19.02) sebesar Rp.65.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan
dengan judul dan output kegiatan.

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen (16.32)
sebesar Rp.96.072.500,- terdapat uraian belanja honorarium tenaga
ahli/instruktur/narasumber (5.2.01.02.01) sebesar Rp.25.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada belanja barang

dan jasa (kode rekening 5.2.2) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2013.

Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan Pengadaan Mebeleur (02.10) sebesar Rp.46.500.000,- (pergeseran
anggaran) terdapat uraian belanja modal pengadaan gorden {5.2.03.15.04)
sebesar Rp.8.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
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